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PERATURAN DAZRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT TI KEBUMEN
. ’ NOMORY 2 TAHUN 1976
ok TERTANG- |
 RUSAT KESEFATAN MASARAXAT,
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Meninbangslebahwa dipandang perili untuk mefiinjau keriball Pekaturan Daerah Ting
kat IT Kebumen tentahg Balai Pengobatan karsna sudah tidak sesuai
lagi dergan keaddan serta kebutuﬁan; ‘

2ebahwa dengan adanya Pusat Kesehatan Masarakat maka dipandang periu
untuk diatur daldm suatu Peraturan Daerah,

Mengingatsl,Undang-Undang No,5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerahjy
2elUndang=Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeral Kabupa -
ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jouﬁeraturan.Pemerintah
Noe 32 Tahun 19503 _
SeUndang-Undang Darurat No, 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah, :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumeh, 8

MEMUTUSX AN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TIUGKAT II KEBUMEN TENTANG PUSAT
KEFSEHATAN MASARAKAT,

BAB.I,
KETENTUAN UMUM,
Pasal 1,

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

-leasPusat Kesehatan Masarakat ! suatu unit fungsionil yang bertugas melaksa-
' nakan semua usaha-usaha kesehatan yang dise-~
lenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumens
tindakan yang bermaksud menyembuhkan penya -
kit seorang penderita yang dilakukan oleh
dokter-umum, dokter-ahli, perawat yang diang -
kat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebu
men; ‘ ,

mereka yang dimaksud dalam Peraturan Pemerin
tah No. 39 Tahun 1958;

deVeteran Pejuang Kemerdekaan : mereka vang dimaksud dalam Undang-Undang No.
75 Tahum 1957; )

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Kebumen, _
pegawai Negeri/Daerah,penerima pensiun pega-
wai Negeri/Daerah,pejerima pensiun-janda Pe-
gawai Negeri/Daerah,penerima pensiun yatim -
piatu Pegawai Negeri/Daerah yang menjadi Pe-
serta Dana Asuransi Kesehatan Pegawai.
8eAngsota Angkatan Bersenjata : anggota Angkatan Darat/Laut/Udara dan Kepoli

beP engobd atan

CePerintis Kemerdekaan

ceAnggauta Dewan

fePeserta Asuransi Kesehatan

slane _ ) _
hePenderita Kehakiman ' ¢ nara-pidana atau mereka yang berstatus tahan
an yang harus diobatie .
i.Golongan tidak mampu t a.mereka yang sama sekali tidak mampu memba-

yar beaya pemeriksaan dan harga obat-obat,
dibuktikan dengan surat-keterangan tidak -
nampu dibuat oleh Kepala Desa dan diketahu
i oleh Camat yang bersang kutan,
b.riereka yang diasuh dalan Panti/Rumah yatim
piatu,Badan~badan amal/sosial yang dise =
lenggarakan oleh Negara/Swasta,dibuktikan
dengan surat-keterangan yang dibuat = oleh
Pengurus Panti/Badan yang bersangkutan,
jeU m u m t nereka yang tidak termasult dalam salah satu
golongan tersebut huruf c¢ sanapai degan i.
a.isteri/isteri~isteri atau suami yang sah;
beanak-anak sah,anak-anak yang disahkan nenu
rut hukum,anak-anak angkat nenurut hukun,a
mak=anak tirj kesemuanya yang belum pernah
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k;Anggota'keluarga



ltawin, belun berurur 18 taltiin dbh masih
jadi tanpggungan Kepala Keluargal

BIAYA PEMERTKSAAN,PERAWATAN DAN PENGOBATAN,

Bagian peftana
- Pengelonpokan Wajib-bayars

Pasal 2}

Uhtuk nenertukan biaya peneriksan, diadakan pengelorpdkan sebagai berikuti
alKelompok Ib o o ¢ & & » olpPerintis Kenerdekaan, : '
2éVeteran Pejuang Kerierdekaah,
. 34Anggota Dewane
bdKelomptk II 4 4 » & « » « liPeserta Asuransl Keschatah}
CeKelonpok IIIe 4 o o o o aleU mumn,
deKelompok IVs o « o o 4 o leGolongan tidak hampu,\i'

2.Penderita Kehakinan.
Pasal 3.

AnggQ%a Angketan Betsenjata dan dtau keluargahya yang menbutuhkan pengobatan di
Pusat Kesechatan Masarakit diberldkukan menurut ketentuan-ketentuan seperti di -
naksud pada pasal 2 sub ¢ (keloiipok III).

Bagian kedua,
Tarip beya pencriksaan.

- Pasal 4,

(1) Untuk tiap kali peineriksaan dipungut beaya perieriksaan:
aeKelormpok I, &« o « ecunakcunaj .
b.Keloripok IT o o o Jnenurut ketentuan dari Dana Aguransi Keschatan Pegawai
ceKelomnpok III o , » laRpe25,~~(duapuluhlina rupiah) bagil pernicriksaan oleh
Perawat dan
2elpe 50 y==(limapuluhrupiah) bagi peneriksaan oleh dok -
/ ter;
deKelonpok IV, o o « CUna-cunae

(2) Biaya pencriksaan terscbut pada ayat (1) pasal ini, beltn/tldak ternasuk
harga obat-obat dan biayd peneriksaan 1aboratorium, obat suntik dan biaya
penyuntikan,

(3) Biaya peneriksaan terscbut pada ayat (i5 pasal ini, harus dilékukan . dengan

-

tunai dan scbagail bukti diberikan sehelal karcis.

Bagian ketiga.
Perawatan dan pcriondokan.

Pasal 5. .

(1) Dokter Pusat Keschatan Masarakat menctapkan apakah scorang penderita perlu
dirawat atau nondok pada Pusat Kesehatan Masarakat.

(2) Tata=tertib, tarip blaya perawatan dan periondokan akan diatur olch Dinas Ke
schatan Kabupaten dengan persetujuan Bupati Kepala Dacrah Tingkat ITI Kebu -
Nene _ : . ‘

BAB.III.
HARGA OBAT-OBAT,0BAT SUNTIK, BIAYA
. 'PENYUNTIKAN, BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM.

Pasal 6.

‘(1) Harga obat-obat, obat suntik, biaya penyuntikan dan biaya peneriksaan labo-
ratoriun akan ditctapkan kcrudian olch Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Da~
crah Tingkat II Kebumen sctelah mendapat persctujuan Bupati Kepala Dacrah
Tingkat IT Kcbhuriche : :

‘ (2) Mcreka yang digolongkan keloipok I dan IV, dibebaskan dari penbayaran harga
obat-obat, obat suntik, biaya pcnyuntikan dan biaya pcheriksaan laboratori-
uris

' (3) Pescrta Asuransi Keschatan dipungut penbayaran harga obat-obat, obat suntik
blaya penyuntikan dan biaya peneriksaan .laboratoriun nenurut/bordasarkan ke
tentuan-kctentuan dari Dana Aguransi Keschatan Pehawal.

(4) Apabila pPusat chchatan Masarakat tidak dapat nclayani obat-obat yang diper
lukan, Dinas Kesechatan Kabupaten Dacrah Tingkat II Kebunon atas pernintaan

Pusat Kcschatan Masarakat dapat neniberi bantuan untuk nenbeli obat terscbut,
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BAB.IV,
KETENTUAN LAIN LAINg4.

Begian. pertana,
Pcrtolongan dalan kcadaan darurat,

Pasal 7.

Dalan keadaan dearurat, siapapun yang nomerlukén pertolongan dongan scgera akan
dilayani- olch Pusat Kesechaten Masarakats

. Bagiaﬁ'kedua.
Pengobatan kcluarga,

Pasal 8.

(1) Anggota keluarga scbagai dimaksud dalan pasal 1 sub 2 Peraturan Dacrah ini
Jikalau berobat dikenalan penbayaran-penbayaran biaya menurut kelonpok Ke~
pala Keluarga yang bersangkutan,

(2) Urtuk dapat diberlakukan menurut kotontuan-ketcntuén.yang ditetapkan bagi
Kclonpok I dan IV yang bersangkutan harus dapat menunjukkan kepada petugas
Pusat Kcschatan Masarakat suatu bukti/surat—kcterangan yang sah dan dikelu

arkan olch yang berwenang bahwa dia tergolong dalanm salah satu kclompok i-
tu. ’

(3) Apabila scorang tidak dapat rienun jukkan ‘bukti/surat-kcterangan yang'dimak~
sud dalan ayat (2) pasal ini, terhadap nercka dikonakan penbayaran-peribaya
ran biaya ncnurut kclompok III,

Bagian ketigae.
Lain-lain,

Pasal 9,

Scgala hal yang belun/tidak diatur dalan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan
kermudian olch Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Dacrah Tinghkat II Kebumen scte-
lah mendapatkan persetujuan Bupati Kepala Dacrah Tingkat II Kcbunene

BAB.V.
PENUTU P,

Pasal 10,

(1) Peraturan Dacrah ini dapat disebut Peraturan tentang PUSAT KESEHATAN MASARA
KAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN dan mulai berlaku pada hari pertana
sesudah hari pengundangannya,

(2) Scjak saat nulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peratur
an Dacrah Tingkat II Keburien tentang Balai Pengobatan tanggal 9 Oktober 19
6/} diundangkan pada tanggal 30 Juni 1965 dinuat dalan Lenbaran Daerah Jawa-
Tengah Seri C Tahun 1965 No«3, sebagaimana telah diubah yang terakhir de=-
ngan Peraturan Dacrah tanggal 11 Agustus 1971 diundangkan pada tamggal 3 De
sernber 1973 Seri C Tahun 1974 No, 227 : :

Kebunen, 19 Juni 1976
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IX

DAERAH TINGKAT II KEBUMEN, KEBUMEN,
KETU A,
Re SOEMADJT PARTOATMODJO, ' RLSOEPENR -SQEBJODIPRODJO.

Di sahkan dengan keputusan Gubcrnur Kepala Dacrah Jawa Tengah
dengan  keputusan tgle13%-10-1976 No: Huk,.44/P/1976,

Di undangkan pada tanggal 27-10-1976, dinuat dalan Lenbaran
- Dacrah Kcbumen Tahun 1976 Seri B No. 6.
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PENJELAGSAN:
I.UMUM &

: Untuk nclaksanakan prograrn Penerintah dalan bidang Keschatan yaitu’
untuk neningkatkan derajad keschatan Rakyat setinggi-tingginya, sistin yang
dipcrgunakan kini adalah " pclayanan keschatan yang nenycluruh v (intcgrated
health scrvice), melalui Pusat Keschatan Masarakat, ’

Olch karcna itu, dalan Peraturan Dacrah yeng kini berlaku dan ada hubu~

ngannya dengan nasalah ini, perlu diatur dan disesuaikan dengan pcnbaharuan
sistin diatas,

Mengingat bahwa proscs penbentukan Pusat Keschatan Masarakat nene rlukan
waktu yang cukup lama, naka beberapa ketentuan yang bertalian dengan Balai
Pengobatan nasih tetap diadakan dalam Peraturan Dacrah ini agar tidak terja
di kekosongan peraturan,. '

Walaupug‘usaha keschatan nerupakan suatu usaha yang berfungsi sosial,na
fun demikian perlu juga diperhitungkan kemanpuan yang ada schingga lebih sc

Hanya nercka yang bcnar-benar tidak mampu berdasarkan bukti-bukti yang
dapat dipertanggung-jawabkan, akan diobati dengan cuna-cuna, i

Begitu pula sebagal penghargaan atas jasa-jasa dan nengingat akan kedué
dukannya berdasarkan perundang-undangan sorta peraturan yang nengaturnyaske
pada para Perintis Kcrierdekaan, Vetcran Pejuang Kenordckaan dan Anggota Dew
wan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Kcbunen diberikan
pelayanan pcngobatan cuna-cuna, : :

Bagi ncrcka, untuk dapat nenggunakan halimyn berebiat diatas  iniky harus ne
niliki ‘scbuah bukti atau Kartu Tanda Pengenal yang khusus dikeluarkan olch
Kepela Dinas Keschatan Kabupaten Dacrah Tingkat IT Kobuncn, guna keperluan
pengotatan nercka dan atau anggota keluarganyae

Penctapan harga obat, pcricriksann laboratoriun akan ditetapkan olch Kepa
Dinas Kecschatan Kabupaten Daerah Tingkat IY Kebuncn setelah disetujui olch
Bupati Kepala Decrah Tingkat ITI Kcbumem, olch karcna standard harga obat
yang bclun tertentu, : :

[T, PASAL DEMI PASAL: cukup jclase
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